BUPATI KOLAKA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA

NOMOR o TAHUN 2013

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 38 TAHUN 2007
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan tindak lanjut Undang — Undang
Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Presiden
Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu
dibidang Penanaman Modal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
24 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008
tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Unit Pelayanan Perijinan
Terpadu di Daerah ;

b. bahwa berdasarkan Surat Edaran bersama Menteri Dalam Negeri,
Menteri Pendayagunaan Apartatur Negara dan Reformasi Birokrasi
dan Kepala BKPM Nomor 570/3727A/S], Nomor SE/08/M.PAN-
RB/9/2010 Perihal Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penanaman
Modal di Daerah, diamanahkan bahwa Bupati segera melimpahkan
sepenuhnya kewenangan Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di
bidang Penanaman Modal yang menjadi urusan Pemerintah
Kabupaten/Kota kepada Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu
Pintu ;

c. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 2012 tentang tunjangan jabatan Fungsional Pengawas
Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah, Peraturan Menteri
Negara Pendayaan Gunaan  Aparatur  Negara Nomor
PER/15/M.PAM/9/2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas
Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kredit,



Mengingat

. 1.
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Peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2010 dan Nomor 3 Tahun
2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka
Kreditnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2010
tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggara
Urusan Pemerintahan di Daerah dan angka kreditnya Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas
Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah, Surat Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.284-2920/01 tanggal 30
September 2011 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor
821.29/4128/S3 tanggal 26 Oktober 2011 Perihal Perpanjangan masa
Penyesuaian/Impasing Jabatan Fungsional P2UPD;

bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Masyarakat dan
dalam rangka Percepatan Implementasi Kebijakan Jabatan Fungsional
Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD),
Pengembangan Karier dan Peningkatan Propesionalisme Pegawai
Negeri Sipil dalam JFP2UPD. Dengan tugas pokok dan fungsi, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal
Kabupaten Kolaka, Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten

~ Kolaka, Inspektorat Kabupaten Kolaka dan maka perlu ditinjau

kembali Nomenklatur Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan
Perencanan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten
Kolaka , Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kolaka dan
Inspektorat Kaupaten Kolaka yang ada karna tidak sesuai lagi
dengan kebutuhan Organisasi.

bahwa sesuai maksud pada huruf a, b, c dan d diatas, maka periu
diadakan perubahan dengan Peraturan Daerah ( PERDA ) Kabupaten
Kolaka.

Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah-
daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang poko-pokok
kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
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Nomor 3041 ) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 tahun 1999, tentang pokok-pokok kepegawaian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
. Undang-Undang nomor 17 tahun 2003, tentang keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah di ubah dua kali terakhir nomor 12 tahun 2008
tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008, Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844 );
. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi
dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);
. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi dan
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89)
. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007, tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah);

10.Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2009 tentang

Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah

Kabupaten ;
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11.Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama
atas Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah kabupaten Kolaka.
12.Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis
Daerah Kabupaten Kolaka.

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA

DAN
BUPATI KOLAKA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KOLAKA NOMOR 38 TAHUN 2007 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS

DAERAH KABUPATEN KOLAKA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 38 Tahun 2007

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah ( L.D Tahun

2007 Nomor 38) Kabupaten Kolaka di ubah sebagai berikut:

A. Ketentuan pada Pasal 2 (dua) ayat 2 (dua) Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun
2007, diubah Nomenclatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Penanaman Modal Kabupaten Kolaka sehingga di baca :

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kolaka.

B. Ketentuan pada Pasal 4 (Empat) ayat 4 (Empat) Lampiran I Peraturan Daerah
Nomor 38 Tahun 2007 tentang Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Kolaka di ubah sehingga
di baca :

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kolaka.
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C. Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten kolaka
terdiri dari :
a. Kepala Badan
b. Sekretariat
- Subag Penyusunan Program
- Subag Keuangan dan Kepegawaian
- Subag Umum dan Perlengkapan
¢. Bidang Ekonomi
- Sub Bidang Agrobisnis dan Ketahanan Pangan
- Sub Bidang Jasa , Industri dan Ekonomi Kreatif
d. Bidang Sosial Budaya
- Sub Bidang Pemerintahan, Agama, Pendidikan dan Kebudayaan
- Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
e. Bidang fisik Prasarana Wilayah dan Lingkungan
- Sub Bidang Prasarana Wilayah
- Sub Bidang Lingkungan
f. Bidang Penelitian Pendataan dan Pelaporan
- Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan
- Sub Bidang Pengumpulan Data dan Pelaporan.

D. Ketentuan pada pasal 2 (Dua) ayat 3 (Tiga), kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kolaka, sebagaimana telah diubah menjadi Kantor Pelayanan Perijinan
Terpadu Kabupaten Kolaka.

E. Ketentuan Pasal 4 (empat) ayat 2 (Dua), ayat 4 (Empat) Lampiran XI diubah
sehingga di baca sebagai berikut :

Kantor Pelayanan Perizin Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kolaka.

F.Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perizin Terpadu dan Penanaman Modal

Kabupaten Kolaka terdiri dari:
a. Kepala Kantor

Subag Tata Usaha

o Kelompok Jabatan Fungsional

Seksi Pelayanan Perizinan

Seksi Pengolahan dan Pelaporan

- Seksi Informasi dan Pengaduan

Seksi Penanaman Modal
e Tim Teknis Lintas Sektoral
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G. Ketentuan pada Pasal 4 (Empat) ayat 1 (Satu) Lampiran IX Peraturan Daerah
Nomor 38 Tahun 2007 tentang Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten
Kolaka di ubah sehingga di baca sebagai berikut
a. Inspektur
b. Sekretariat
e Subag subag Evaluasi dan Pelaporan
¢ Subag Perencanaan
e Subag Administrasi dan Umum.
¢. Inspektur Pembantu Wil.l
d. Inspektur Pembantu Wil.Il
e. Inspektur Pembantu Wil.III
f. Inspektur Pembantu Wil.IV
*Kelompok Jabatan Fungsional Auditor
*Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan
di Daerah
Pasal I1

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, agar setiap orang dapat
mengetahuinya, memberitahukan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
Pada Tanggal, 3/ Me&s 2013

Diundangkan di Kolaka
Pada Tanggal 3) mé&/ 2013

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2013
NOMOR: o2



NOMOR
TENTANG

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
: TAHUN 2013
: PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA

KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

KABUPATEN KOLAKA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KEPALA BADAN
SEKRETARIAT
1
KELOMPOK | |
JABATAN SUBAG. SUBAG. SUBAG.
FUNGSIONAL PENYUSUNAN KEUANGAN & UMUM &
PROGRAM KEPEGAWAIAN )| PERLENGKAPAN
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
FISIK PRASARANA PENELITIAN
EKONOMI SOSIAL BUDAYA WILAYAH DAN PENDATAAN, DAN
LINGKUNGAN PELAPORAN
H SUBID.- SUBID. SUBID. SUBID.
AGROBISNIS & PEMERINTAHAN, PRASARANA PENELITIAN DAN
KETAHANAN PANGAN AGAMA,PENDIDIKAN WILAYAH PENGEMBANGAN
‘ & KEBUDAYAAN
SUBID. SUBID. SUBID. SUBID.
JASA, INDUSTRI &, KESEHATAN & y LINGKUNGAN PENGUMPULAN DATA
EKONOMI KREATIF KESEJATERAAN DAN PELAPORAN
SOSIAL

UPT




LAMPIRAN XI: PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR : TAHUN 2013
TENTANG  : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN PERIZIN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN KOLAKA

KEPALA KANTOR
SUBAG
: TATA USAHA
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
PELAYANAN PENGOLAHAN DAN INFORMASI DAN PENANAMAN MODAL
PERIZINAN PELAPORAN PENGADUAN
TIM TEKNIS LINTAS

SEKTORAL
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LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR : TAHUN 2013

TENTANG

: PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA

INSPEKTORAT
KABUPATEN KOLAKA

INSPEKTUR

SEKRETARIAT
SUBAG. EVALUASI SUBAG. N SUBAG.
DAN PELAPORAN PERENCANAAN ADMINISTRASI &
UMUM

INSPEKTUR

PEMBANTU WIL. 1

INSPEKTUR

IE

PEMBANTU WIL. 1X

PEMBANTU WIL. III

! 1
» INSPEKTUR INSPEKTUR

PEMBANTU WIL. IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

AUDITOR

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
PENYELENGGARAAN URUSAN. PEMERINTAHAN

DIDAERAH

Pit.

BUPATI KOLAKA,

H. AMIR SAHAKA




